
I. ,Undang-Undang Nemer 28 Tahun 1959 remang Pernbentukan Daurab
Tingkai ITdan KOIllPraja di Sumatora Selaian (l.emhnmn )'legam RI Tahun 1959
NOQlor73, Tmnbnhnn Lembaran Negara ruNemer 11121);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tenmng Perkawinan (Lembaran Ncgara RJ
Tahun 1974 Nomor I.Tnrnbahan Lernbaran Negara RI Nomor 3019) ;

3. Undong-l)ndWlg Nomor 8 Tahun 1981 tcmnng Hukum Acorn Pidana (Lembaran
Ncgara Rl Tahun 1<)81Nomor 76. Tambahan Lcmbnran NCl10mR'INomor 3209 );

4. Undnng-Undang Nomor 9 Tahun 1992 ternang Keimigrasian (Lcmbarsn Negnrn RI
Tabun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran NC&OfURT Nomor 3474) ;

5. Undang-Undang Nornor 39 Tnhun 1999 tcntang Hak Azazi Manusia
(Lembaran Ncgara Rl Tahun \.999 Nornor 165, Tambahan Lembaran Nagorn RI
Nomor 3886);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20()2 tentang Perlindungan Annk (l.embaran
Negara R1 Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Ncgam RI
Nornor 4235 ) ;

7. Uudang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentnng Pemerintahan Daerah (Lembarnn
Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negorn. RJ Nomor 4437)
scbagaimnna. relah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 telltang Pcrubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pcrnerintahan Daerah (Lembaran Ncgara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lcmbarau Negam R] Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 temang Kewarganegeraan Repuhlik
Indonesia (Lcmbaran Negara RI Tabun 2006 NOIU.or63, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomo.4634-) ;

9. Undang~(Jndang Nemer 23 Tahun 2006· tentang Administrasi Kcpcndudukan
(Lembaran Negara Rf Tahun 2006 Nomor U4, Tnmbahan Lembanm Negara lU
Nomor 4674) ;

b. babwa berdssarkan pertimbangan sebaguimana dimnksud dalam huruf a. perlu
mcmbcntuk Pcraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
dan Retribusi Penggantian Biay« Cetak Kartu Tands Pcnduduk dan Aktn
Catatan Sipil.

a. bahwa dengan dlberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 lenlall!:
Pajak Dnerah dan Reiribusi Doernh dan ditcrbitkannya beberapa peraturan
pctundang-undangan dll.1idang administrasi kcpendudukan. mala perlu dilakuknn
perubahan terhadap Permuran Daernh Kotn Palembang Nemer 2 Tahun 2009 IClllang
Penyclenggaraan Admlnistrasi Kependudukan dan l'4!IICBWlaIl Sipil dan Peraturan
Daerah KOlo Palembang Nomor 3 Tahun 200!) tcmnng Rctribusi Pelayanan
Penyelenggaraan Administras! Kependudukan dim Pencatatan Sipil, gWUl
disesuaiknn dengnn ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
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